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Perselisihan hasil pemilu merupakan suatu sengketa yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya pemilu
yang menyangkut perolehan suara para peserta pemilu. la sarat dengan konflik kepentingan yang apabila
tidak diselesaikan akan berakibat padatidak stabilnya pemerintahan di suatu negara. Dengan dibentuknya
Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil pemilu yang pada awalnya merupakan sengketa politik diarahkan
oleh undang-undang menjadi sengketa hukum yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Seperti
peradilan pada umumnya, maka Penyelesaian perselisihan pemilu di Mahkamah konstitusi memiliki hukum
acara dan ketentuan tentang pembuktian tersendiri. Pembuktian pada hukum acara Mahkamah Konstitusi
diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Mahkamah Konstitus Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan Pada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu. Dengan ketentuan inilah
perselisihan hasil Pemilu Legidlatif diperiksa, diadili dan diputus. Pada Pemilu 2004, Tak kurang dari 252
perkara perselisihan hasil pemilu dari 23 partai politik peserta pemilu harus diputus Mahkamah Konstitus
dalam 30 hari. Dari 252 perkaratersebut, dikaji mengena pembuktian dalam perkara yang digjukan Partai
Keadilan Sgjahtera dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Partai Keadilan Sejahtera di
daerah pemilihan Kepulauan Riau, Jawa Timur 8 dan Seluma 2. Konsekuensi dari limitasi waktu yang
diberikan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu disamping banyaknya perkara
yang harus diputus, membuat proses pembuktian yang dijalankan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berjalan
maksimal.
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